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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN

TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam

melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran

tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan

suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja

Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional tentang Penetapan Indikator Kinerja

Utama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
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10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P

Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun

2014-2019;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1842);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG INDIKATOR

KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA

RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan ukuran

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan yang dibuat

berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional untuk menetapkan Rencana Kinerja

Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun

dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019.

Pasal 3

Unit kerja Sekretaris Jenderal ditugaskan untuk melakukan

pembinaan dan pendampingan unit kerja lainnya dalam

menyusun indikator kinerja, agar sejalan dan mendukung

sasaran strategis kementerian.

Pasal 4

Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditugaskan untuk:

a. melakukan analisa atas capaian kinerja setiap unit kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka

memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang

disajikan dalam Laporan Kinerja;

b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan

Menteri ini dan melaporkan hasilnya kepada Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah Meneteri ini mulai berlaku,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja

Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 648), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN

NASIONAL,

ttd

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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